
 
 
 
 

BUPATI PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 141 TAHUN  2021 

 

TENTANG 
 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka 
perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Djawa Timur  
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia  Nomor 5063); 



6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

 
 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Tahun 2017 Nomor 63,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

  14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2014  
Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun   2021 Nomor 186); 

15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Organisasi Rumah Sakit; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 / MENKES 
/ PER / XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi 
Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/ MENKES/ 
PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat 
Struktural Kesehatan; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015  tentang  Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 2036); 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 
Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas 
Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Puskesmas; 

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/Menkes 
/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan 
Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota; 



  24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 412); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1539); 

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi donesia Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke 
Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
546);  

28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/ 
Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan 
Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336). 
 

MEMUTUSKAN  : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan; 
2. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan; 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan; 
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan; 



5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan; 
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pasuruan; 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan; 
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Pasuruan; 
9. Unit Organisasi yang bersifat Khusus adalah Rumah Sakit Umum 

Daerah  yang selanjutnya disebut RSUD di Lingkungan Dinas; 
10. Unit Organisasi yang bersifat Fungsional adalah Pusat Kesehatan 

Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskemas di Lingkungan Dinas; 
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi 

yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 
teknis penunjang tertentu pada Dinas. 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian keterampilan. 

13. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan 

 
BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal 2 
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang kesehatan.  
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  
 

Pasal 3 
(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri 

dari : 
a. Sekretariat, membawahi : 

1. Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
3. Kelompok Jabatan Fungsional; 

b. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional; 

c. Bidang Pencegahandan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Kelompok 
Jabatan Fungsional; 

d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional; 

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional; 

f. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yaitu RSUD; 
g. UPT; 



h. Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) yaitu Puskesmas; dan 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 
j. Kelompok Jabatan Pelaksana 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(5) Unit Organisasi yang bersifat khusus dipimpin oleh Direktur sejumlah 
2 (dua) unit yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(6) UPT Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPT yang 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Unit Organisasi yang Bersifat Fungsional sejumlah 33 (tiga puluh tiga) 
unit dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi 
tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

BAB III 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Dinas 

Pasal 4 
(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan menjadi 
kewenangan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan. 

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan; 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; 
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

 
Pasal 5 

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a 
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 
dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, 
administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Sekretaris, mempunyai fungsi : 
a. penyusunan perencanaan  program/kegiatan; 



b. pelaksanaan analisa dan pengelolaan administrasi umum, 
kepegawaian, dan keuangan; 

c. pengelolaan administrasi aset, perlengkapan dan barang milik 
daerah/negara; 

d. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan 
protokol; 

e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan 
perundang-undangan; 

f. pelaksanaan koordinasi penyelasaian masalah hukum (non 
yustisia) di bidang kepegawaian; 

g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang 
terpadu; 

h. pengelolaan administrasi dinas; 
i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; 
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kinerja 

organisasi tatalaksana; dan 
k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

Pasal 6 
(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas : 
a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan 

program; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data; 
c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program; 
d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran; 
e. menyiapkan bahan dan sistem informasi penyusunan program dan 

pelaporan; 
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; 
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program; dan 
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas : 
a. menyiapkan bahan penyusunan analisa, pengelolaan dan 

perencanaan administrasi umum, kebutuhan kepegawaian mulai 
penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, 
peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, 
sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji 
Aparatur Sipil Negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan 
pemberhentian pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, 
tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan 
administrasi aparatur sipil negara lainnya; 

b. menyiapkan bahan peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya; 
c. menyiapkan bahan dan pengelolaan tata naskah dinas serta tata 

kearsipan; 



d. menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah 
tangga dinas; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan 
masyarakat; 

f. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di 
bidang kepegawaiaan; 

g. menyiapkan bahan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan 
urusan umum dan kepegawaian; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 
 

Bagian Ketiga 
Bidang Kesehatan Masyarakat 

 
Pasal 7 

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi 
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 
lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang 
Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi  : 
a. penyusunan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan 
olah raga; 

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan 
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan 
olah raga; 

c. pelaksanaan sistem informasi di bidang kesehatan keluarga, gizi 
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, 
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan 
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan 
olah raga;  

e. pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan keluarga, gizi 
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, 
kesehatan lingkungan, kesehatan kerjadan kesehatan olah raga; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan 
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan 
olah raga; dan 

g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas. 
 
 



Bagian Keempat 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) 

Pasal 8 
(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas Melaksanakan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit 
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 
kesehatan jiwa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :  
a. penyusunan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi 

dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 
penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, 
upaya kesehatan jiwa dan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat 
adiktif (NAPZA);  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan 
karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit 
tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya 
kesehatan jiwa dan NAPZA;  

c. koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, 
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular 
vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya 
kesehatan jiwa dan NAPZA;  

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans 
epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit 
menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak 
menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan 
NAPZA;  

e. pelaksanaan administrasi di bidang surveilans epidemiologi dan 
karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit 
tular vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya 
kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan NAPZA; 

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans 
epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit 
menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak 
menular, upaya kesehatan jiwa dan NAPZA; dan  

g. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 

Bagian Kelima 
Bidang Pelayanan Kesehatan 

Pasal 9 
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan 
primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan 
mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional. 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:  
a. penyusunan perumusan dan analisa kebijakan operasional di bidang 

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, 
pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;  

b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan 
primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan 
tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, 
kecelakaan lalu-lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan, 
dan jaminan kesehatan;  

c. koordinasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan 
kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas 
pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-lintas , 
penanggulangan bencana bidang kesehatan dan jaminan kesehatan;  

d. penyelenggaraan sistem informasi di bidang pelayanan kesehatan 
primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan 
tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, 
kecelakaan lalu-lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan 
serta jaminan kesehatan; 

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, di bidang pelayanan 
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan 
kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan 
akreditasi, kecelakaan lalu-lintas, penanggulangan bencana bidang 
kesehatan serta jaminan kesehatan;  

f. pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan kesehatan primer, 
pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional 
fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-
lintas, penanggulangan bencana bidang kesehatan, dan jaminan 
kesehatan; 

g. pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, 
pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan kesehatan, mutu 
dan akreditasi, kecelakaan lalu-lintas, penanggulangan bencana 
bidang kesehatan dan jaminan kesehatan; dan  

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
 

Bagian Keenam 
Bidang Sumber Daya Kesehatan 

Pasal 10 
(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat 
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta 
Sumber Daya Manusia Fungsional Kesehatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :  



a. penyusunan perumusan kebijakan operasional di bidang 
kefarmasian, alat, sarana prasarana kesehatan, perbekalan 
kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia fungsional 
kesehatan;  

b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat, 
sarana prasarana kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga 
dan sumber daya manusia fungsional kesehatan;  

c. koordinasi di bidang kefarmasian, alat, sarana prasarana kesehatan,  
perbekalan kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia 
fungsional kesehatan;  

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, 
alat, sarana prasarana kesehatan, perbekalan kesehatan rumah 
tangga dan sumber daya manusia fungsional kesehatan;  

e. pelaksanaan administrasi di bidang kefarmasian, alat, sarana 
prasarana kesehatan,  perbekalan kesehatan rumah tangga dan 
sumber daya manusia fungsional kesehatan; 

f. pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
kefarmasian, alat, sarana prasarana kesehatan, perbekalan 
kesehatan rumah tangga dan sumber daya manusia fungsional 
kesehatan; dan  

g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
 

BAB IV 
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS 

Pasal 11 
Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit 
Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

 

BAB V 
UPT 

Pasal 12 
Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit 
Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

 

BAB VI 
UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL 

Pasal 13 
Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit 
Organisasi Bersifat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf h, ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

 

BAB VII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 14 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang - undangan. 

 



Pasal 15 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

ayat (1) huruf a angka 3, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, terdiri atas 
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional 
sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan 
tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing 
pengelompokan uraian fungsi. 

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang 
berwenang. 

(5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati. 

 
BAB VIII 

TATA KERJA 
Pasal 16 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Unit Organisasi Bersifat 
Khusus, Unit Organisasi Bersifat Fungsional, Kepala UPT, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing–masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
serta Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas 
pokoknya masing-masing.  

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 
masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan.  

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab 
pada atasannya masing–masing serta menyampaikan laporan berkala 
tepat waktu.  

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahannya.  



(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi 
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu 
oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka 
pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib 
mengadakan rapat berkala. 

BAB IX 
PENGISIAN JABATAN 

Pasal 17 
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur 
Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(3) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan 
tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat 
Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi : 
a. Teknis; 
b. Manajerial; dan 
c. Sosial Kultural. 

(5) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat 
Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. 

(6) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur 
dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional 
dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan 
sertifikasi. 

(7) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen 
dan pengalaman kepemimpinan. 

(8) Kompetensi sosial kutural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk 
dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan 
kebangsaan. 

(9) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara 
lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait 
dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan 
Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, 
hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan. 

(10) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 



TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 
Sekretaris Daerah   
Asisten Pemerintahan dan Kesra   
Kepala Dinas Kesehatan   
Kabag. Hukum   
Kabag. Organisasi   

Sekretaris Dinas Kesehatan   
 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 
Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum pada 
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 19 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan 
Nomor 5 Tahun 2018 tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 20 
Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat pelantikan pejabat 
struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 21 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

 
  Ditetapkan di Pasuruan 
  pada tanggal 31 Desember 2021 

 
  BUPATI PASURUAN, 
 

  
  

 
        ttd 
 

   
M. IRSYAD YUSUF 

Diundangkan di Pasuruan   
pada tanggal 31 Desember 2021 
 

 

SEKRETARIS DAERAH,   
 
 
           ttd 
 
 

  

ANANG SAIFUL WIJAYA   
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR  141 
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